
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR   18  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SORONG, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian 

bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan 
pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan 
efisien; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;  

  
Mengingat : 1.  Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya 
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 
Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45              
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya 
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota 
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 3960); 

 
2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008                 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4884);Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor  4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247);   

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008                
Nomor 59, Tambahan 

 

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4916); 

 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan  Peraturan Perundang – undangan (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor  5233); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SORONG 
dan 

WALIKOTA  SORONG 
 
 

MEMUTUSKAN : 
    
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN. 
    

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kota Sorong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai  

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Walikota adalah Walikota Sorong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD        

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada 

pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas di 
bidang tertentu di Kota Sorong. 

7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong. 
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Sorong. 
9. Kepala Distrik adalah Kepala Wilayah Kerja Distrik. 
10. Distrik adalah wilayah Kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah. 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

12. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan khusus. 

14. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 
tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. 

15. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan 
bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, 
tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian 
bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung 
sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan 
teknis. 
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16. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah 
perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk 
membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka 
melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

17. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, 
dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin 
mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan 
gedung fungsi khusus kepada Pemerintah. 

18. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, 
kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah 
sebagai pemilik bangunan. 

19. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, 
adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Daerah Kota Sorong                 
ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok 
alokasi pemanfaatan ruang (block plan).  

20. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah 
rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau 
tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan 
serta utilitas umum. 

21. Rencana tata bangunan dan lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, 
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan 
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan 
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.  

22. Keterangan rencana Daerah adalah informasi tentang persyaratan tata 
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah 
pada lokasi tertentu. 

23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

24. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat 
penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung. 

25. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan 
IMB. 

26. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB 
terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum 
memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK. 

27. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarananya. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah  ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung atau 
bangunan bukan gedung yang meliputi prinsip dan pemanfaatan, 
kelembagaan, fungsi, persyaratan dan tata cara permohonan IMB, 
pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, pengawasan dan pengendalian 
serta pembinaan. 

 
BAB III 

PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB 
 

Pasal  3 
 

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:  
a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif; 
b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;  
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c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan 
d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan 

dan keselamatan, serta kenyamanan.  
 

Pasal  4 
 

(1) Walikota memanfaatkan pemberian IMB untuk: 
a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan; 
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin 

keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan;  

c. mewujudkan bangunan yang fungsional  sesuai dengan tata bangunan 
dan serasi dengan lingkungannya; dan 

d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan. 
(2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk: 

a. pengajuan sertifikat laik  jaminan fungsi bangunan; dan 
b. memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan 

jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon, dan gas. 
 
 

BAB IV 
PEMBERIAN IMB 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal  5 
 

Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada: 
a. Peraturan Daerah tentang izin mendirikan bangunan; dan 
b. RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.  
 

Bagian Kedua 
Kelembagaan 

 

Pasal  6 
 

(1) Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh satuan kerja perangkat 
daerah yang membidangi perizinan. 

(2) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Distrik 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan: 
a. efisiensi dan efektivitas;  
b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan 
c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau 

luas bangunan yang mampu diselenggarakan distrik.  
(4) Kepala Distrik melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota dengan tembusan 
kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan.  

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara 
 

Pasal  7 
 

(1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Walikota. 
(2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bangunan gedung; atau  
b. bangunan bukan gedung.  
 
 
 
 
 
 
 
 


